BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 33@/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURANGAN DAN/ATAU PENUNDAAN TARIF RETRIBUSI TOKO
ATAU WARUNG BAGI PEDAGANG YANG TERKENA RELOKASI PEMBONGKARAN
DI TERMINAL KELUA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya sosialisasi
pembongkaran dan relokasi Terminal Kelua pada tanggal 20 Mei
2025 dan Pekerjaan Pembongkaran Toko Lama Terminal Kelua
yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni sampai dengan 28 Juli
2025, sehingga perlu menetapkan Pengurangan dan/atau
Penundaan Tarif Retribusi Toko atau Warung Bagi Pedagang
Yang Terkena Relokasi Pembongkaran di Terminal Kelua Pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 .Tahun 19353 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



10.

11.
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5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355},
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

¥

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322};

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Menetapkan Pengurangan dan/atau Penundaaan Tarif Retribusi Toko
atau Warung Bagi Pedagang Yang Terkena Relokasi Pembongkaran di
Terminal Kelua Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun
2025 dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurangan dan/atau Penundaaan Tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hanya untuk toko atau
warung yang terkena relokasi pembongkaran di Terminal Kelua dan
dapat melakukan pembayaran Retribusi secara lunas sampai dengan
toko atau warung permanen selesai dibangun.

KETIGA : Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
efektif dilaksanakan pada bulan Agustus 2025.

KEEMPAT : Pengurangan dan/atau Penundaan Tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka menjaga stabilitas
ekonomi dan layanan jasa usaha di Terminal Kelua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarz&ung
pada tanggal /7 < /E‘ﬁmérr 2e28

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI




Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3} /2025

TANGGAL \} $\u\y Lo

RINCIAN PENGURANGAN DAN/ATAU PENUNDAAN TARIF RETRIBUSI TOKO ATAU
WARUNG BAGI PEDAGANG YANG TERKENA RELOKASI PEMBONGKARAN
DI TERMINAL KELUA PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

No. | JENIS SEBELUM Nt s / s
RETRIBUSI | RELOKASI/PEMBONGKARAN PEMBONGKARAN
1. Rp 100.000,00/ | Mendapat
Toko Rp 200.000,00/bulan bl Rl
: Tidak

2. Toko Rp 200.000,00/bulan Penundazn Tanl |y, 00 oy
Retribusi :

Relokasi
a KiEeaeyes Rp 150.000,00 atau Rp 100.000,00/ Mendapat
g Rp 200.000,00/bulan bulan Relokasi

| BUPATI TABALONG,

\(_ 7N
N0

MUHAMMAD NOOR RIFANI




